




a. untuk menuntaskan wajib belajar, pemerintah perlu mengkaji kerja
sama/afiliasi antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan
masyarakat, agar siswa usia belajar dapat tertampung di satuan pendidikan
yang ada, baik negeri maupun swasta.

b. mendorong Kemendikbudristek RI untuk bekerjasama secara intens dengan
LPDP sebagai lembaga pengelola anggaran pendidikan, untuk mendukung
penggunaan anggaran pendidikan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar,
menengah, dan tinggi sesuai amanat UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas.

c. mendorong Kemendikbudristek RI untuk membuat simulasi proporsi
anggaran pendidikan dalam postur anggaran pendidikan di APBN dengan
APBD, yang diindikasikan rata-rata 70% merupakan distribusi dari APBN.

3. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi
bagian tidak terpisahkan dari RDP hari ini, dan · substansinya akan menjadi
rujukan dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi Panitia Kerja
Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.

Ill. PENUTUP 

· Rapat ditutup pada pukul 13.30 WIB.
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